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IPERATURAN DARK AH KABUPATEN PADANG LAW AS HI ARA
NOMOR ©9 TAHUN 2010

!

1TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
I . K MB AG A TEKN 1S DAERAH KABUPATEN PA DANG LAWAS UTARA

DENG AN RAHMAT I’ll HAN YANG M All A ESA ;
I

BUPATI PADANG LAWAS UTARA %
i

.1
bahwa berdnsnrkan Pusnl 12 ayat ( 2 ) Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Talmn
2007 tentang Pcmbngian uritsan Pcmerinlalian antara Pcmerintah. Pcmerintah
Dae , ah Provinsi clan Pcmerintah Dacca!) Kahnpaton/Kota menyalakan balnea
urusan pcmcrintahan wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pcmerintah
Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkal Daerah;

Men’ .. ming ; a :

b bahwa berdasarknti Pasul 2 ayat ( I ) Peraturan Pciticrintah Nomor 4 1 Talum
2007 tentang Organisasi Perangkal Daerah, mcncgaskun bahwa Pembentukan
Organisasi Pcrangkal Daerah ditelapkan dengan Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pcmerintah ini ;

bahwa alas pertimbangan schagaimana dimaksud pada htiruf a clan b dialas,

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja
l .embaga Teknis Daerah Kabupaten Packing l .awas tJtara .

e :

Men gin gat : 1 Undang - undang Nomor 7 Talum 1056 tentang Pembentukan Daerah Oionom
Kabupaten
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Kabupaten daiam lingkungan Provinsi Sumatera Ulara

Undang - undang Nomor X Talum 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 1974 Nomor 55. tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 304!) sebugaimana total ) diubati
dengan Undang - undang Nomor 43 Talum 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taliun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negaia Nomor '890)

V

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Peruodang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 2004
Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 43X 9 );

4 . Undang - Undang Nomor 32 talum 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2004 Nomor 125. lamhnhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tolah diubah
beberupa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nornr 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126. tamhah in Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

1
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IIJndang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 lenlang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Ularadi Provinsi Sumatcra Utara;

6.

Pcraturan Pemcrinlah nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraluran
Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri .
Sipii dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

7.

j
i

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan.
peinindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipii (Lembaran Ne»?.ra
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

8.

if
r
i9. 1’oraliwan Pemerintah nomor .32 Tahun 2004 tentang pedoman Pemheniukan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4428); :

:10. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian .Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pcmerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupalcn/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

:

(
l

I 1 . Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkai
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8‘Ltambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daer.ih Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemcrinialuin
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas t J tarn
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawns Ulara Nomor oG Tahun 2010.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor )

Dengan Persctujuan Bcrsama
1)1 WAN PERWAKIEAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAHANG LAVVAS DTARA I

DAN ;
BUPATI PADANC LAWAS U T ARA

MEMUTUSKAN : !!
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKRKJA
EEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAHANG LAWAS
UTARA

VK iieiapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM
Basal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yangdimaksud dengan :
1 . Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2 . Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan iugas

li

i

it
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*luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara ?pemhantuan dengan prinsip olonomi seiuas
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

V Olonomi Dacrali adalah hak, wewenang clan kewajiban daerah Otonom uniuk mengalur
dan mengurus sendiri urnsan pemorintahan dan kepentingun masyarakai setempal dan
sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

4. Daerah otonom selanjutnya disebul daerah adalah kcsatuan masyarakat hukum yang
metnpunyai batas - batas wilayah yang berwenang rnengatur mengurus urusrn
pcmeriniahan dan kepontingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspircLsi masyarakat dalam sistcm Negara Kcsatuan1 Republik Indonesia;

5, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyclonggara
pcmeriniahan daerah;

6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas IJtara;
7, Wakil Bupati adalah Waki.l Bupati Padang 1.awas IJtara;
X . Dewau Pervvakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pcnyclenggara pemorintahan daerah;

9. IVrangkat Daerah adalah unsur pembanlu Kepala Daerah dalam pcnyelcnggaraan
pemorintahan daerah yang lerdiri dari Secretarial Daerah. Sekretariat DPRD. kantor
daerah, Lembaga teknis Daerah, Keeamalan dan Kelurahan;

10. Sekretariat Daeral. adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
sdiinjulnya disingkat Set dakab;

11 Sekretaiis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas IJtara selanjutnya
disingkat Sekdakab;

12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung lugas Bupati dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifal spesifik ;

I v Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara berbentuk Badan;

.

I
!

I I . Kepala Kamor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara berbentuk Kantor;

1 5 . i nil Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebul UPTB adalah pelaksana seoagiau
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pennnjang badan daerah;

I
BAB II

PKMBENTIJKAN
Pasa I 2

I
Dengan Peraturan Daerah ini dibenluk Lembaga T eknis Daerah. lerdiri dari :

I Inspekiorat Daerah Kabupaten
2 . Badan Pcrcncanuan
L Badan Kcpegawaian Daerah

-I . Badan Pembordayaan Masyarakat dan Pemorintahan l.)esa/Ke!urahan
5 . Badan Penyuluhan Pcrtanian dan Ketahanan Pangan
i\ Badan Pclayanan Pcrizinan Tcrpadu

Kantor Keluarga Bereneana dan Pemberdayaan Perempuan.S'. Kantor Kcsatuan Jiangsu, Polili k dan Perl rod ungati Masyarakat
)
. Kantor Lingkungan Ilidup

10. Kantor PcrpusUikaan dan Arsip Daernlt
I 1 . Saluan Polisi Pumong Praja (Satpol PP)
1 2. Rumah Sakit Umuin Daerah (RSUD) GunungUia Padang L.awas Utara

:

Pembangunan Daerah

BAB III
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Pcrtaina
OKGAN1SAS1, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3 i
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pembanluan dcngan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesaluan Rcpublik Indonesia Talnin 1945 ;

.V Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kevvajiban dacrab Otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri uriisan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempal dan
sesuai dcngan peraturan perundang - undangan;

4 . Dae rah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat Kukum yang
mempunyai batas - bates wilayah yang berwenang mengatu mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempal meruirut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5 Pcmerinlah Daerah adalah Bupali dan Perangkal daerah sebagai unsur pcnyelenggara
pemerintahan daerah;

(> . Bupali adalah Bupati Padang Pawns Utara;
7 . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
X , Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah l .cr . buga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pcnyelenggara pemerintahan daerah ;
o . Pirangkal Daerah adalah unsur pembanlu Kcpala Daerah dalam pcnyelenggaraan

oenierinialian daerah yang terdin dari Sekrolariat Daerah , Sekrelnriat DPRD. kantor
daerah, Uemhaga teknis Daerali, Keeamatan dan Kelurahan;

it ) . Sekrolariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupalen Padang l awas Utara.
selaniijinyn disingkat Seldakah;

11 . Sekrelaiis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupalen Padang Lawas Utara selanjutnya
disingkat Sckdakab;

17 . Uemhaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung togas Bupati dalam menyusnn dan
melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat sposiftk;

4 . Kcpala Badan adalah Kepala Badan pada Uemhaga Teknis Daerah Kabupalen Padang
l awas Utara berbentuk Badan;

I T Kepala Kantor adalaii Kepala Kanlor pada Uemhaga Teknis Daerah Kabupalen Padang
Lawas Utara berbentuk Kantor;

i U n i t Polaksana Teknis Badan yang selanjutnya discbut LJPTB adalah pelaksana seoagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegialan teknis penunjang badan daerah ;

III

l|

1
f

BAB 11
PEMBENTUKAN

PUSH I 2

Dcngan Peraturan Daerah ini dibenluk Uemhaga Teknis Daerah. terdiri dari :
U Inspeklnrat Daerah Kabupalen
7 . Badan Perencanaan

Badan Kepeguwaian Daerah
I . Badan Pemberdayaati Masyarakat dan Pemerintalian Desa/Kelurahan

badan Pcnyuluhan Pcrtanian dan Ketahanan Pangan
u Badan Pelavanan Peri / inan Terpadu

Kantor Keluarga Bercncana dan Pcmherdayaan Perempuan
N . Kantor Kosaluan Bangsa, Politik dan Berlindungan Masyarakat
T Kanlor I . ingkimgan 1 lidup
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
II . Saiuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
17 , Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua Padang Lawas Utara

Pemhangunan Daerah

s
i

d

i

I
BAB III

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
Bagian Pertaina

ORGAN1SASI, KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGS1
Pasal 3

II
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i ) Inspektoral Daerah Kabupaien scbagai unsur pengawas Penyelenggaraan Pemcriiiiahan
Di’cah mcmpunyai lugas melakukan pengawasan lerhadap pclaksanaan urusan pcnieriiiialian
Daerah di Daerah Kabupatcn, Pclaksanaan Pembinaan alas penyelenggaraan pemcriiiiahan
des." dan pelaksanaan urusan pcmerintahan desa/kcluraluui .

:' i I :\.,pektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspeklur yang bertanggung jawab langsung
kepada Bupati, dan secara teknis Administrate mendapal pembinaan dari sekretaris Dae an.

r
1

Pasal 4

Dahim melaksanakan (ugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Inspectoral
Kabupaien menyelenggarakan fungsi :
a . Penyusunan perencanaan program pengawasan pcmerintahan;
tv Perunuisan kchijakan dan lasilitas pengawasan pcmerintahan;
c . I ’emeriksaan, Pengusulan, Pengujian dan Pcnihiia.i Tugas Pengawasan Penyelenggaraan

I’emerinlahan Daerah;
il . iVngelolaan urusan kcsekreiarialan Badan.

A

!
i
I
]
;

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 5

i i ) Susunaa Organisasi Inspeklorat Kabupatcn terdiri dari :
a. Inspeklur
h. Sekrctariat, terdiri dari :

I ) Sub Bagian Prograin/Perencanaan;
?. ) Sub Bagian l.ivaluasi dan Pclaporan;

. ' 1 Sub Bagian Adrninistrasi dan Umum.
I.ispektur Pembantu Wilayah I , terdiri dari :
1 ) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Peinbangunan;
2 ) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Pcmerintahan;
'0 Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Kemasyarakatan.

J . Ins|ektur Pembantu Wilayah 11, terdiri dari :
I ) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Pcmbangunan;
2 V Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Pcmerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Kemasyarakatan.

e . laspektur Pembantu Wilayah 111, terdiri dari ;
1 ) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Peinbangunan ;
?.) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemcrintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional .

i
c ,

( 2 ) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaien sebagaimana lercantum pada l.ampiran I
dan merupakan Bagian yang lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IV
PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN

Bagian Pcrtama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

1 ) Badan Perencanaan ” Peinbangunan Daerah mcmpunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pcmerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan berdasarkan asas oti mimi dan
tugas pembantuar.

is ;

;

!



Melaksanukaii tugas Pemerintahan Daerah tli bidang Kepcgawaian berdasarknn
Olonoini Daerah.
Malakasanakan Tugas Pemerintahan Dacrah di Bidang Pcmbantuan Kepcgawaian.

a/.as1

PilSSlI 1 I

Dalam mcnyclcnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di alas Dadan
Kepogawaian Daerah Kabupatcn mempunyai fungsi :
1 . porumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepcgawaian pusat pendidikan dan latihan

dacrah.
2 . pengoordinasian penyusunan pcrencanaan dan pongadaan pegawai neger sipil dacrah.
3. pombmaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepcgawaian daerah dan pusat pendidikan

latihan.
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinva.

4

Pasal 12
SUSUNAN ORGANISASI

. : ) Susi nan Organisasi Badan Kepcgawaian Dacrah. terdiri dari:
a . Kepala Badan.
h. Secretariat, terdiri dari :

) Sub bagiun Keuangan;
2 ) Sub Bagiun Evaluasi dan Pdaporan;
3 ) Sub Bagian Umum.

o Bidang Program Pendataan Kepcgawaian, terdiri dari :
1 ) Sub bidang Peraturan Perencanaan dan Pongadaan;
? ) Sub bidang Pergolnban Data dan Disiplin Pegawni;

d . Bidang Pengembangan dan Pomberdayaan Pegawai, terdiri dari :
1 ) Sub bidang Jabatan StrukUira! dan Fungsional;
2) Sub bidang Pendidikan, Pclalihan dan Kcsciahleraan Pcgawai;
Bidang Mutasi, terdiri dari :
1 ) Sub bidang Kcpangkalnn dan Penggajian;
2 )' Sub bidang Pcmindafum dan Pensiun.

t Kolompok Jabatan Fungsional.
t .DBagan Susunan Organisasi Badan Kepcgawaian Daerah Kabupaten sebagaimana pada

1 ampiran 111 dan meupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

DESA/KEUJRAHAN (BADAN PMPD/K)
Bagian Pertainn

ORGANISASI , KEIHiDUKAN , TIJGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

D Badan Pomberdayaan Masyarakat dan Pemcrintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K )

mempunyai tugas pokok mclaksnnakan IJrusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemherdayaan
Masyarakat dan Desa berdasarkan a/as otonomi dan tugas pcmbantuan

2 ) Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Pemcrintahan Desa/Kelurahan ( Badan
PMPD/K )dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
ke/vulii Itpati meJalui Sekrelaris Daerah

i

• I
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Pasal 14

ilinuiksiid pnda pass)I Id . Badanl )ulnm meluksanakan tugas pukok sebagaimana
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinlahan Dosa/Kelurahan ( Badan PMPD/K )

menyelenggarakan fungsi :
a. pcrnmusan kebijakan teknis cii bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemcrinlahun

desa/kclurahan;
b. pcngoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perberdayaati masyarakat dan

Peri n lahan Desa'Kelurahan;
e. menyelcnggarakan pembtnaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerinlahan desa/kelurahan;

d . pcngclolnan urvisan kesekretariatan badan.

Bagian kedua
ORGANISASI

Pasal 15

( 1 ) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pcmcrintahan Desa/Kolurahan ( Badan
PMPD/K). terdiri dari :
a. Kepala Badan
b Sekrctariat. terdiri dari :

1 ) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
.' ) Sub Bagian Program.
Bidang Pemerinlahan Desa, terdiri dari :
/ ) Sub Bidang Pcngcmbangan Kdembagaan Pemerinlahan Desa;

?. ) Sub Bidang Pcndapatan dan Kekayaan Desa.

d. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
1 ) Sub Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya;
2 ) Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa/Kclurahan.
Bidang Pemanfaatan Sumber Dava Alatn dan Teknologi Tepat Ciuna. terdiri dari :
) ) Sub Bidang Pengkajian, Pengemhangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

( iuna;
2 ) Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemantaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi

» Tepat China.
I '. Bidang Pcningkatan Kapasilas Kelombagaau dan Sumber Daya Aparatur Desa. terdiri

ilnri ;
1 ) Sub Bidang Peningkatan Kapasilas Kclembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

2 ) Sub Bidang Pcningkalan Sumber Daya Aparatur Pemerinlahan Desa/Kelurahan.

u. Kclompok Jabalan Fungsional.

e .

12 ) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pcmcrintahan
Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K ) sebagaimana lercanium pada Lampiran IV menmd.nn
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraluran Daerah ini.

i!i
BAB VII

BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Pertama

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

*
i

1 ) Badan Penyuluhan Pertaniaan dan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Teknis Daerah,

sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis
!

j

l.

S'
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1 ) Badan Pcnyuluhan Pertaniaan dan Kctahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas
kcpala Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kcpala Badan yang herkedudukan di Hawaii dan
berwnggung jawab kcpada Bupali melalui Sckretaris Daerah

Pasal 17

Badan pcnyuluhan perlanian dan pertahanan pangan mcmpunyai tugas melaksanakan penyusunan
d.iri pelaksanmm kcbfjakan daerah dr bidang kctahanan pangan, pctcrnakun. perikanan.
perkehunan, dan kehutanan.

i Pasal 18;

l )nlam mclaksnnakun tugas sclagaimnna dimaksud pada pasal 17, badan kctahanan pangan
dan pcnyuluhan perlanian menyelenggarakan fimgsi :
a . perumusan kebijukan tcknis di bidang kctahanan pangan dan pcnyuluhan perlanian,

peicrnakan, perikanan, perkehunan, dan kehutanan;
l \ pengoordinasian penyusunan perencanaan pcinbangunan pertanian dan kctahanan pangan;
v . pembinaan dan pc)aksanaan tugas di bidang kctahanan pangan dan pcnyuluhan pertanian.

peicrnakan. perikanan, perkebunaji, dan kehutanan;
d . pclaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan lungsinyn .

Bagian Kctlna
SUSUNAN ORGANISASl

Pasal 19

‘ 'rganisasi Badan kctahanan pangan dan pcnyuluhan pertanian, tordiri dari ;
,i . kepala Badan.
H . Sekretariat, terdiri dari ;

! ) Sub Bagian Umum;
2 ) . Sub Bagian Keuangan;
.' ) Sub Bagian Program .

c . Bidang Pclayanan Teknis dan Inforinasi Pcnyuluhan, terdiri dari :
! ) Sub Bidang Pelayanan Tcknis;
7.1 Sub Bidang Informasi Pcnyuluhan.

d Bidang peningkatan SDM dan Kelembagaan, terdiri dari ;
I ) Sub Bidang peningkatan SDM;

S a b Bidang Kelembagaan petani ,

c Bidang Ketersediaan distribusi dan harga Pangan, terdiri dari :
1 ) Sub Bidang Pcngadaan dan Cadangan Pangan;
7 ' Sub Bidang distribusi dan analisa harga Pangan.

i . Bidang Penganckaragaman Konsumsi dari Pangan, terdiri dari :
; 1 Sub Bidang Analisa Polu Konsumsi dan Pangan;
2 ) Sub Bidang Pengcmbangan pangan l.okal .
I nil pelaksiinn leknis ( t IPT Badan).

h kclompok Jabaian Pnngsional .

!

3

i B , TIN Susunan Organisasi Badan kctahanan pangan dan pcnyuluhan pertanian Kabupatcn
M-bagaimana dalam Jampiran V merupakan bagian yang lidak tcrpisalikan dari Peratnran ini .



BAB VIII
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bahian Pcrtama
ORC.'ANISASI, KEDUDUKAlN, TIKIAS DAN KUNCSI

Pasal 20

Badan Pelayanan Pcri/.inan Tcrpadu inerupakan:
! Icmhaga icknis daerah yang inelaksanakan pelayanan publ ' k di bidang pcrijir.an;
2 badan pelayanan perizinan lerpudu dalam inelaksanakan tngasnya dipimpin oleh sir- rang

kepala badan
kepala badan sebagaimana tersebui di alas dalam melaksanakan lugasnva herada di havvub
dan ' ertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekreiaris daerah.

I,
Pasal 21
Tugas

Badan Pelayanan Perijinan Tcrpadu Kabupatcn Padang l .awas I Jlara adalah:
I peruimisan kebijakan teknis perencanaan pelayanan adminislrasi periziiian .
3 pengiiordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan tcrpadu.
' nelayana minim dan pengadnan perizinan tcrpadu.

!S

Pasal 22
Eungsi

11 1 Jalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasa! tersebui di atas adalah :
a . peluksanaan penyusunan program badan;
K penyelenggaraan pelayanan adminislrasi perijinan;
.. . pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
d [x'laksanaan adminislrasi pelayanan perijinan;
e pemant: uan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

2 i Kepala badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan alas nama Bupati Kenala
daerah berdusarkan poiidclcgasian wewenang dari Bupati Kepala daerah.

Pasal 23
Susunan Organisasi

( 11 Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Tcrpadu terdiri dari :
a Kepala Badan
b Bagian Sekreiaris terdiri dari :

1 ) Sub Bagian Umum;
2 ) Sub Bagian Keuangan;
B Sub Bagiun Program;.

v . Bidang pelayanan umum dan pengadnan, terdiri dari :
t ) Sub Bidang lnfomiatik , Dokumentasi dan pengembangan;
2 ) Sub Bidang Peripikasi dan Penanganan Pcngaduaan.

d . Bidang Jasa Usaha, terdiri dari :
I > Sub Bidang Perijinan Perhubungan Pariwisata, SUJK. dan K.3;
21 Sub Bidang Perijinan Industri Perdagangan dan Reklame.

e Bidang Perijinan lertentu, terdiri dari ;
I ) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan kesehatan;
.?) Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi, IMB dan HO.

f . Unit Pelaksana 7'eknis Badan.
c . Kelompok Jabatan Fungsional .

i tm
t*
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1 Dugan susunan organisasi Pelayanun Pori/ inan Torpadu schagaimana dalam lampiran VI dan
mmipakari hagiaa yang tidak tcrpisahkan dari pcraUuan ini ,

BA1J IX
KANTOR KELUARGA BEKENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertatna
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 24

: ) Kantor Kcluarga Bercncana dan Pembcrdayaan Pcrcmpuan mcmpunyai tugas:
a . mclaksanakan urusan pemerinlahan daerah bidang kcluarga berencaua dan pembcrdayaan

pcrcmpuan.
h. dalam mclaksanakan lugasnya berdasarkan a/as olonomi dan tugas pcmbanUian.

i Kanior Kcluarga Dcrcncana dan Pembcrdayaan Pcrcmpuan dipimpin oleh scorang Kepaia
Kanin.- yang berada di hawall dan berlanggnngjawnb kepada Bupali mclalui Sckrclaris
I >ncrah.

i

Pasal 25

IXiiam melaksankan tugas pokok schagaimana dimaksud pada Pasal 24.
Pembcrdayaan Kcluarga Bercncana dan Pembcrdayaan Pcrcmpuan menyelenggarakan fungsi :
a . perumusan kebijakan teknis di bidang pembcrdayaan keluarga bercncana dan

pembcrdayaan pcrcmpuan;
b mombenkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemcrintahan daerah di n:dang

pembcrdayaan kcluarga bercncana dan pembcrdayaan perempuan;
pomhinnaj) lerhadap ujiit pelaksann fcknis kantor di bidang pembcrdayaan kcluarga
bercncana dan pembcrdayaan perempuan;

J . menyelenggarakan pembinaan dan pclaksanaan tugas dibidang pemberdayaan kcluarga
bercncana dan pembcrdayaan pcrcmpuan;

e. pengclolaan urusan kesekretariatan kanior.

Kantor

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 2(y

ii canisasi Kanior Keluarga Bercncana dan Pembcrdayaan Perempuan, terdiri dari :
Kcpala Kanior.

b Sul' Bagian Tata Usaba
i, Seksi Kcluarga Berencaua
d . Seksi Pembcrdayaan Keluarga
c Seksi Pembcrdayaan Pcrcmpuan
! Kclnmpok Jabatan Fungsional

M l

( ' Ragm < )tgunisusi Kantor Kcluarga Bercncana dan /’emberdayaan Pcrcmpuan sebagaimuna
; pada Lampiran VII dan rnerupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Peraluran
Pacr. h ini .

BAB X
KANTOR KESATUAN BANGSA, POIJTIK DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27
ORGANISASI , KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

?l
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' 1 Kanlor KesnUiun bntigsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupalen I ’adnng I .awns
l : tara merupakan unsur pclaksana otonomi daerah ;
Kanlor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupalen Padang ' a was
i 'tarsi dl pimpin oleh seorang Kcpala Kanlor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawnb
kcpada Bupaii mclal.ui Sekrctaris daerah .

Pasal 28
Tugas

kanlor Kesatuan Bangsa, Poiitik dan Perlindungan Masyarakat Kabopat.cn mompunyai tugas
mclak‘- .Kikan tugas pcmerinlahan bcrdasarkan azas otonomi dan lugas pcmhantuan di bidang
kcsatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat..

Pastil 29
Fungsi

Dalam mcnyolenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada pasal tersebul di atas, kanlor
KcsiiUiim Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota nieinpunyai I'ungsi :
a. peruimisan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa. politik dan perlindungan

masyarakat.
b. penydenggaraan urusan pcmcrintaban dan pelayanan unmm .
c. pern binaan dan pelaksanaan lugas
d . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupaii sesuai dengan lugas dan lungsima
e. kelompok jahalan fungsional.

Pasal 30
Susunan Organisasi

( ! ] Susiinu'i Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakal
Kabupalen. Terdiri Dari :
a . Kcpala kanlor
b. Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Peuataan dan Pembinaan Organisasi Politik
d Seksi Penaiaan dan Pembinaan Organisasi Non Formal
c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
! . Kelompok Jabatan fungsional.

c.

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pe-Iindungan Masyarakat
Kahuputen sebagaimana dalam Lampiran V [11 dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan
dari Peraturan Dacrah ini.

BAB XI
KANTOR LINGKUNGAN IIIDUP

Bagian Pertain u
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 31

1 ) Kantor l.ingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusrn Pemerintahan
Daerah bidding Lingkungan Hidup berdasarkan azas otonomi dan tugas pcmbunlunn.
Kanlor l.ingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kcpala Kantor yang fcerada di bawah dan
herianggungjawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah.

1

I
t i l
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Pasai 32

Dakim melaksankan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasai 31, Kantor l . ingkungan
hidup menvelenggarakan fungsi :
a . peruinusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. nicmbcrikan dukungan terhadap pcnyclcnggaraan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup;
c. monyelonggarakan pcmbinaan dan pdaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ;

.1 peminann lerbadap unit pclaksana teknis kantor di bidang lingkungan hidup;

i' pcngdolaan urusan kcsckrctariatan kantor.

Bagian Kedun
Organise.si

Pasai 33

gganisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a . Kepnla Kantor.
iv Subbagian Tala IJsaha .
c. SeksiPcngolahan dan Pcnmkiman
d . Seksi Tata Lingkungan Hidup
e. Seksi Pengawasan dan Kelersediaan
f. Kdompok Jabatan Pungsional

.h Dugan Slvuktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tcreanluin pada Lampivan
!\ dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Pcraturan Daerah ini.

B A H X I I
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pcrtama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasai 34

’ ! Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok mclaksanakan urusan
IVnicrintahan Daerah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembantuan.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di
bawnh dan berlanggungjawab kepada liupati mclalui Sekretaris Daerah .

a .
Pasai 35

D.ilam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimal sud pada Pasai 34, Kantor Perpustakaan
i Arsip Daerah mcnyelenggarakan fungsi :
perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;

n memborikan dukungan tethadap penyelenggaraan pemcrintahan daetah di bidang
perpustakaan dan arsip daerah;

e. menvelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibi<lang perpustakaan dan arsip
daerah;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor,

a



Buginn Koduii
Organisnsi

Basal 36

; 11 Organisasi Kantor Pcrpustakaan dan Arsip Daerah, lerdiri dari :
a Kcpala Kantor.
h . Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kearsipan;
d . >eksi Kepustakaan;
iv Seksi Dokumenlasi Dacrali
f . Kclompok Jahatan Fungsional .

12 ' Bauan Organisasi Kantor Pcrpustakaan dan Arsip Daerah scbagaimana Icrcantum pada
! ampiran X dan mcrupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB X f f J
OKGANISASI SATUAN POUSI PAMONG PIIA.IA

Pasal 37
ORGANISASI , KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS I

) Sal nan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota merupakan unsur pdaksana otonoini daerah
. ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di pimpin oleh scorang Kepala Kantor

berkodudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali mclalui Sokrelaris daerah

Pasal 38
Tugas

Dalam menydenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada pasal tersebut di alas. Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

a., pcruiinisan kebijakan leknis di bidang polisi pamong praja.

h penvdenggaraan urusan pemcrintahan dan pelayanan untutn.

c . pemhinaan dan. pelaksanaan tugas
d . pclaksanaan tugas lain yang diberikan olcli bupali sesuai dengan tugas dan fungsinyn
e kclompok jabatan fungsional .

Pasal 39
Fungsi

Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mempunyai lungsi melaksanakan tugas pemerintah,

a /as oionomi dan tugas pembanluan di bidang ketcntrainan dan ketertiban.

Pasal 40
Susunan Organisasi

1 ) Susunan Organisani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri dari :
a . Kcpala kantor.
b. Sub Bagian Tata Usaha.
c . Seksi Pembinaan PPNS.
d . Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum
e . Seksi Pengembangan Kapasitas, Pengawalan dan Kcsemaplaan
! Kclompok jabatan fungsional .

i ft
ft:
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i .:» Mayan susunan Organisasi Satuan Polisi (’among Praja Kaoupaten/Kota scbagaimana

icrcantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan
' )acrah ini .

BAD XIV
RUM All SAKIT UMIJM DAERAH

Bagian Pertania
ORGANISASI , KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGSl

Pasal 41

%

11 Rumah Sakit IJirum Daerali mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang Pclayanan Umum Kesehatan bcrdasarkan azas olonomi dan tugas

pembantuan.
Rumah Sakit Umum Daerali dipimpin oleh scorang Direklur Rumah Sakil yang berada di
Hawaii dan bertanggungjawab kepada Bupati mdalui Sckrctaris Daerali.

i

Pasal 42

!Dalam mclaksankan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada Pasal 41 , Rumah Sakit Umum
Daerali mcnyclcnggarakan fungsi :
a . pcrunnisan kebijakan teknis di bidang pelayanan kcsehalan daerah;
H nicmberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pelayanan kesehatan;
c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan:
J pengeiolaan urusan tala usaha rumah sakil.

!

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 43 ti
I

1 1 ' < > rganisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
a Uircktur Rumah Sakil.
b Sub Bagian Tala Usaha, terdiri dari ;.
e. Seksi Pelayanan Medis
d Seksi Pelayanan Non Medis
e Seksi Pcngcmbangan Medis

I Kelompol Jabatan Fungsional

Rattan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah ich.aguimana tcrc&ntum pada Lampiran X I I

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Daerah ini.

BAB XV
PKNGANGKATAN DAN PKMBICR1TAHUAN DALAM JABATAN

Pasal 44

' Pengangkalan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan
bcrdasarkan kompetensi jabatan dan syrat-syarat iainnya yang ditefapkan sesuai dengan
pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku .
Penentium siandar kompetensi jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditur dan
dileiapkan dengan Pcraturan Bupafi.

L

1
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BAB XVI
ESELON1SASI

Basal 45

i i ) Kepala Badan dari lnspektur merupakan jabatan struktural eselon 11b
; 21 Kepala Kanlor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembanlu. merupakan

jabatan Struktural eselon Ilia.

: ' t Kcpala Bidang pada Badan, merupakan jabatan Struktural eselon 111b.
i - i i Kcpala Seksi, Kcpala Sub bagian, Kepala Sub bidang dan Kcpala Unit Pelaksana "’ eknis

Badan Merupakan jabatan StrukluraJ eselon JVa.

ni Kcpala Sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan Strutural eselon
I V b

BAB XVII
TATA KERJA

Basal 46

Sc. iap Bimpinan Organisasi bertanggung javvab memimpin dan mengkoordinasikan bawahnnnya
m.ising-masing serin memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta pctimjuk -
pcuinjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan mcnerapkan prinsip kordinasi , integrasi.
• • ••. kroninasi ilan simplikasi serta komunikasi secara vertikal dan horizontal .

Basal 47
Unit Bclaksana Teknis Badan

' hula l .einbaga Teknis yang berbcnluk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan
uu'.uk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional clan atau kegiatan teknis peininjang
s .mc mempunvai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.

1 IVnga'uran lebilt lanjut mengenai jutnlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana
I 'cknis Badan. sebagaimana dimaksud pada ayai ( 1 ) dialur dan ditetapkan dalant peraturan

! tc.p.ili ’

KELOMBOK JABATAN FUNCTIONAL
Basal 48

( I ) Kelompok Jabatan Pungsional ntempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemcrintahan
Daerah sesuai dengan kcahlihan dan kebutuhan.

1.1 ) Keh mpok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat ( 1 ), terdiri dari sejumlah tenaga dalam
icnjung jabatan Funsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai - dengan bidang
keahlihannya.

Sctiap Kelompok lersebut pada ayat ( I ) di pimpin ole.h seorang tenaga fungsional senior
\ ang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati .

Ml Jumlah Jabatan Pungsional tersebut pada ayat ( 1 ) dilentukan berdasar kebutuhan dan beban
keria.

15 ) lems Jan ienjang Jabatan Pungsional tersebut pada ayat ( 1 ), diatur sesuai dengan poraturan
perurulang-tindangan yang herlaku.

I .' )

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIMAN

Basal 49
ilk:: !< ! ) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , Susunan Organisasi dan Tata Kerja L.cmhaga

I'cknis Daerah menurut Peraturan Bupati No 3 tahun 2008 tidak berlaku lagi .
( 2 ) Ua.'-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya

akan diatur kemudian dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati.

X'l T
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BAB XIX
KKTENTUAN PENUTUP

Pasal 50

[ iI'raian Tugas dan !;'ungsi masing-masing Kepala Badan, Inspektur, Pembantu. Sckrctaris.
Biclang. Sub bidang,Sub bagian seksi dilingkungan Badan dan Kantor akan diatur lebih lanjul
dcngan Pcraluran Bupati.

i .' tllal-lml yang bdum diatur dalam Pcraluran Dacrab ini akan diatur kcinudinn dcngan
Keputusan Bupati scpanjang mcngenai pclaksanaannya. .

Pasal 51

I 'cMiuran Dacrab ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

\ c.ir sciiap orang mcngetahuinya, mcmcrinlahkan pcngundangan Pcraturan Dacrab ini dcngan
|\T.cmp.uatiina clalam l.cmbaran [dacrab Kahupatcn Padang 1,awas !) lara,

Ditctapkan di (iumingiua
Pada tanuaal Klontt 20J0

iPadangI.awas Utara

RUM HAKAHAP

! d/id.mgkan di (. iunungiua
l.tngiMi X6> Wcv.ei 2010

v •.;/.', ri'- 'Dacrab rlnhupaten

: / * r; V

« I
2\vvt SVN.^^klCCiAR
1

'.V \ffTfyNi^V\EUAH KABUPATEN PADANCi LAWAS UTARA TAIIUN 2010
Nntnrif" "^9 Seri Notnor
1
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Penjelasan : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor
Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

I. UMUM
Bahwa untuk menunjang keberhasilkan pelaksanaan otonomi daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang mcnitikberatkan pelaksanaan otonomi
daerah kepada Kabupaten / Kota melalui urusan pemerintahan dalam bentuk
unisan wajib dan urusan piiihan.

:

Bahwa penetapan besaran Organisasi Perangkat Daerah dilakukamv dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 200'T yang
didasarkan atas variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.
Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah penduduk 201.327.jiwa ( 16
poin ), luas wilayah 3.918.05 KM2,
( 28 poin ), jumlah APBD T.A 2009 ± Rp. 200.000.000.000,-( 10 poin ),
variabel Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 54 poin atau paling banyak
lembaga teknis daerah

Namun lembaga teknis daerah yang berfungsi urusan pengawasan,
kepegawaian atau lembaga yang memiliki peraturan tersendiri tidak
mengurangi jumlah maksimal lembaga yang ditetapkan oleh variabel nilai.
Schingga pembentukan, penggabungan dan penghapusan lembaga teknis
daerah yang di dasarkan kepada urusan wajib dan urusan piiihan, karakteristik,
efisiensi dan potensi daerah maka dibentuk inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunart Daerah. 4 (empat) lembaga teknis daerah bevbentuk badan, 5
(lima) Lembaga teknis Daerah berbentuk Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja .
Dan Rumah Sakin Umum Daerah.
Perangkat Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah sesuai pembagian
urusan pemerintahan terdiri dari :

* i * * • *• * < <

1. Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Badan Perencanaan . Pcmbangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Badan Pclayanan Perijinan Tcrpadu
7. Kantor Keluarga Bcrcncana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Kantor Kcsaluan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Lingkungan Hidup
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua.

p m 4i A

Berdasarka ketentuan dan pengaturan tersebut di atas semua urusan yang telah
diserahkan ke Kabupaten/Kota telah terwadahi baik dalam bentuk Lembaga
Teknis maupun salah satu bidang pada Lembaga Teknis Daerah.
Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing
jabatan pada Lembaga Teknis daerah akan diatur - dengan Peraturan Bupati

A

I ;1
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Parking Lawas IJtara, hal ini scjalan dengan Penjelasan Pcmluran Pemerintah
Notmir 41 Tahun 2007 teniang Organisnsi Perangkal Daurah khususnya pasai 2
aval (3) dan Peraturun Montri Dalam Negcri Nomor 57 Tahun 2007 tcniang
Pclimjuk Tcknis Pcnaliian Organisasi Perangkal Dacrali luiruf C angka 1 li.irnf
c.
Pada beborapa l.cnibaga Tcknis akan dibcnluk Unit Pclaksana Teknis Badan (

UP I B ) yang hcriugas mclaksanakan kegiatan leknis operasiona! dan alau
kegiatan teknis penunjang yang mctnpunyui wiluyah kerja satu atau beborapa
kccam/itan. Susurmti Orgmrisusr dan Tiilukcrju UPTB tcrdiri dari Kcpala dan I
(satu) Sub Bagian Tata IJsaha. Nama dan Wilayah kerja UPTB akan ditetapkan
dongan Peraluran Dupati.

Pasal I S/d 51 : Cukup jclas.li

;



I I l\;> . » .
KAM PAITN ! v w \s i I \ K \
V )\l ( > K I U l l \ 2 0 1 0

*i«
*
•»

H
SINSi’I k I ! K;

I SHkRFTARiA I| kHLOMPOK JABA I AN
FUNGSIGNAL

. 1i j
!

J !
I

i(

SUB BAGIAN
PROGRAM

PERENCANAAS
* i!

! SUB BAGIAN
i EYALUASI & PELAPORAN

SUB BAGIAN
ADMfNISTRASI & UMUM

i
!

1
j L !

i ir
INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

1

j JT

i iSEKSi PENU A WAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN

i ;

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH i
BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI PENGA WAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNANi

i

SEKSI PENGAWAS PEMERJNTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHANSEKSI PENGAWAS PEMERINTAH

BIDANG PEMERINTAHAN

I1
I: SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH j

: BIDA NG K EM A S V A R A K A TAN
NGAWAS PEMERINTAH

EEtfASYARAKATANij SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH |
BIDANG KEMASYARAKA I AN i

1 ii ANG LAW AS ? TARA!

UM HARAHAP

i

i.



1 . . I » l\ . ' -
K Mil I* MFN P vl) \ \ < ; I \ s I I \K \

NOMOR i \ 111 N 2nJO * i

iNSi’I. K i ;\

i
SUKRU i ARIA lK.LLOMPOK JABAI AN

FUNCTIONAL
i

*:!
L;

j
1

SUB BAGIAN
PROGRAM •

PERESCANAAN

: ' ISUB BAGIAN
I i EVALUASI & PELAPORAN

; SUB BAGIAN
ADMiNISTRASI & UMUM

;
*i

1

I :
! J r

i
:INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH l
INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III,

\
f ::

1 J

ii 1 1

fSEKSl PENGAWAS PEMERINTAH |
BIDAN(i PEN!BANGUNAN

i I!SEKSl PENGAWAS PEMERINTAH j
BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSl PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN

!

:
' .! r i i

!n SEKSl PENGAWAS PEMERJNTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

SEKSl PENGAWAS PEMERiNTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

iL MSEKSl PENGAWAS PEMERiNTAH
BIDANG PEMERINTAHAN

:

.
!j

!;
i .ir

iENGAWAS PEMERJNTAH
LH\fAV>Y* A R AK A TAN

SEKSl PENGAWAS PEMERINTAH
B fI>ANG KI;.MASY A R A K ATAN

i I SLKSI PENGAWAS PEMERINTAH i
BIDANG KEMASYARAKA ! AN

J »
' :. i1

AN(;LAWAS 1 TARA

{ jRUM HAKAHAP

I

!••w •

-A. .J
vf



\ ( > \ i U K j \ m N i u \ ii k \ H \ V \ I T N I V \ I ) \ N<; ! \ W \ S I T A R \

k ! r *. ! \ KUM i ) \

f
1 it

!
IKhLOMPOK JAliAl A \

r l ' NOSIONAL
SEKRJETARIATi i *: 'j;

J i
i

1i
i SUB BAGIAN

KEUANGAN
SUB BAGIAN

PROGRAM
SUB BAGIAN

L’MUM
i

! 'f i !,; i i[

i
i!i BIDANG PERENCANAAN

j MAKRO
BIDANG

PENELITIAN &
PENGEMBANGAN

BIDANG
PERENCANAAN W1LAYAH

BIDANG
PENANA MAN MODAI.

:
! : ;

:! I
;i -it ! L !

I I' r : SUB BIDANG
PENANAMAN MODAL

DAERAH

SUB BIDANG
EKONOMI

SUB BIDANG
STMISTIK & SURVEY

j SUB BIDANG PFMBANCUNAN
| WILAYAH. TATA RLIANG &
! PEMUKiMAN

, f
;i '

! i
I1

;
1

1 I
:

I !SUB BIDANG
SCSIAL BUDAYA

SUB BIDANG
PENANAMAN MODAL

ASING

I !I Iu i SU3 BIDANG
ANALISA & PENGKAJIAN

i i! . SU BID KORD1NASI PERENC
PEMBANGUNAN

1 Hi
i L

SUB BIDANG PENOEMB !
j POTENSI & PENCiANDAMAN |

L A W A S l T A R A #•

V

i

cI 'M HAR.AHAI*
.i

*Cr



i >0;Vi <L» rv WV i rw i i.. < r

K.EPALA BA DAN KF.PEOAWAIAN DALRAH "

SEKRETARIS IKELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL i

:

i

SUB BAG1AN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
EVALUASI & PELAPORAN

t-

I
BIDANG

PENGEMBANGAN &
PEMBERDAYAAN PEGAWAI

BIDANG PROGRAM
PENDATAAN KEPEGAWAIAN

BIDANG MUTASI

2
SUB BIDANG

JABATAN STRUKTURAL &
FUNGSIONAL

;
SUB BIDANG PERATURAN

PERENCANAAN & PENGA DAAN
SUB BIDANG

KEPANGKATAN & PENGGAJIAN
:n

!

SUB BIDANG
PEND!DIK_AN & LATIHAN &
KESEJAHTRAAN PEGAWAI

SUB BIDANG
PEMINDAHAN & PENS!UN

SUB BIDANG PENGOLAHAN
DATA & DISIPLIN PEGAWAI I

i
T-"
•v;-'

BLPAiLPADANG LA WAS UTARA

LM HARAHAP

i



*
*

f ' i v i i' i rt r\ i^ l>/\ M / K >•V.' v i l /A ;'!•̂ i » / \ » V.'» « » <•V J *

N OMO R c 5 T U R N 2010 KABL PATEN PADANG LAWAS UTARA

KF.PALA BADAN PMPD K
j

I

KELOMPOKJABATAN
NOSIONAL

SEKRETAR1AT
1r T Pr v. f

, : i m
f &l

1SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

:

: IBIDANG
PEMERINT.AHAN

OHSA KELL'RAHAN

BIDANG
PEMANFAATAN SDA

& TKK.NOLOCH TEPAT Gl /NA

BI DANG
EKBANG & SOSBUD

B1DANG
PENINGKATAN KAPASITAS

K F.!.EM BAGAAN &_ SDA APARATL'R
DES.VKELURAHAN

!1

31
;

*:

1SUB BIDANG
PENGEMBANGAN

K ELEMBAG A A N PFMDF.S :
SUB BIDANG

PEREKONOMIAN SCSI A L &
RUDAYA

SUB BIDANG PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN MASY

DESA/KEI.URAHAN

SUB. BIDANG
PhNGKAJIAN PENGEMB

SDA & TEKNO TEPAT GUN A I
;i ! !

i
I!

j
I ’M B BIDANG

PKNDAPATAN &
KEkAYAAN OESA KKi

SUB BIDANG
PENINGKATAN

PEMANFAATAN SDA
THKNOLOG1 TEPAT GUNA

SUB BIDANG
!> CMNGKATAN SUM HER DAYA

A PARATUR PLMERI NTA MAN
DES.VKEI.URAHAN

I :SUB BIDANG
8ANTUAN PEMBANGUNAN

DESA/ KELURAHAN

I
:

L ;: i

i ii j

Al)ANG LAWAS l TARA

UM IIARAUAL

S

i



r.AUAINi; LA WAS UTARA"V I L:>% > • V -

* KERALA HAfXAN PENY ULLHAK PhR I AN SAN
& KFTAHANANPANGAN

{

I:
1

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SHKRETARIAT

i 1SUB BAGiAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

1

I !

I
8!DANG

KHTERSEDIAAN DtSTRIBUSI &
HARGA PANGAN

BIDANG
PELAVANAN TEKNIS &

INFORMASI PENYULUHAY

BIDANG
PENINGKATAN SDM &

KELEMBAGAAN

BIDANG
PENGANEKARAGAMAN
KONSUN1SI & PANGAN

:

:
T 1

!r~

SUB BIDANG
ANALISA POLA KONSUMSI

& PANGAN

SUB BIDANG
PF.NGADAAN & CADANGA N I

PANGAN
!SUB BIDANG

PELAYANAN TEKNIS
SUB BIDANG

PENINGKATAN SDM
r ;

i
i I; J 1

SUB BIDANG
PENGEMBANGAN PANGAN

IOKAL

SUB BIDANG
DISTRIBUSI Sc ANALISA

HARGA PANGAN

1

SUB BIDANG
INFORMASI PENYULUHAY

SUB BIDANG *

KELEMBAGAAN PETANiI
J

it. j i

!

UNIT PELAKSANA
TEKNIS ( UPT )

BAD AN

jADMNG LAW AS l - TARA:

.
i

::

AC/MRUM HARAHAP

*? "*"** '

: .•-'••.-"' •‘‘‘"I



I \ i / . V ; V ' JL#.1L 1 ? 1 l\. VV-> i i :

NOMOR c*p TAHl'
.N 2010t

* :LLPALA BA 1 )AN Pi ; i .A \ AVAN PF.RIZIN \ N ILKPADlt

:! *:
»NHKRF.TARIATkuLOMPOK JAB. Vi A\

FUNGSiONAL f V. !1

,

3i ! I
:

: SUB BAGIAN
PROGRAMSUB BAGIAN

K.EUANGAN
SUB BAGIAN

UMLM
: r

*i

i
;

! ,
BIDANG PKLAVANAN
I' Nfl.'M &PFNGADI AN BIDANG JASA USA HA BI D A N O

P E.R I Z I N A N T E R T E N T U
!

ii 1

i J 1T
11S U B B I D A N G

INFORMATIKA DOKU'Mpyf ASi &
i'HNOEM BANG AN

:i L
!SUB BiDANG

NRRI/ iNAN pt:RHUBI:N< ,AN
PAR1 WISATA. SI. VK. K3

S U B B I D A N G
P F.R I Z I N A N P E N D I D i K A N & K E S E H A I A N

!
'I ! i i

!L . J

SUE} BIDANG
PRKPIKASI X PENANGANAN

PENGADI AN

SUB BIDANG
PE.RIZINAN INDI. STR!

Pi RDAGANGAN A RFK. I A\!i.

1

S U B B I D A N G
P E R I Z i N A N P R I N S i P L O K A S I I M B. H O

1
1

11 '

.: tI I»
>

1 >
**U N I T P E L A K S A X A T E K N I S

B A D A N D I -
i j

/iTBUPA
*

J. >
DANG LA WAS LTARA
\

I
>
i

*
i:*r4 \ jM sf* I

I

lMiRI M MAKAHAP

K



l I

BKRF.NCA.NA DAN PKM BERDA VAAN PER KM P L A N
KABl i PATEN PA DANG LAW AS UTARA

"V.-VOL i \ i r.;> r' A l / A .M j L A V A S L i A K A
TAHl N 20 JSJ

t

NOMOR 09

KI- PAl. A KANTOR
KELUAKGA BKRENCANA DAN PEMBERDA Y A AN

Pt REM PL AN

'
:
;

*

i
1

;

I
I
! SUB BAG IAN TATA USAHA!
\
l

4
:

;

i 1

“) r ]
*

SEKSI KELUARGA BERENCANA SEKSI PEMBERDAYAAN
KELL'ARGA

1 SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN1
1\ .I;

J

t .J ::

i

KELOMPOK JABATAIN
FUNGSION A L

J
t PADANG LAWAS LI \RA1
I

'•’HR l M I LARA HAP

v;C



> « ;

*l U U l l^ 1
' r.KLi.M > urAjA':>

KAIHTA i r.N PADANG LAW AS IJTARA
'l . \ > * YK \ A -A 1i . % > \ \v » » .n. ? »-’ ' •* 1

NOMOR C9 TAHLN 2010

K {•!> . *.{.A LANG
\T l AN JLW GSA. POL! 1 '' IK. PLKLINH! ' NGAN

MASYAKAKAI >

I

SUB BAGIAN
TATA USAHA

f:!

:
!

1I SEKSI
PENATAAN & PEMBINAAN
ORGAN LSASI NON FORMAL

SEKSi
PENATAAN & PE MB INAAN

ORGANISASI POL!T!K

SEKSI
KESATUANBANGSA &

PF.RI .( NDUNGAN MASYARARAT

\
:

I.
i

L :i ;

!

| KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

A>G LAWAS UTARA
!

/RUM H A R M ! A P

i:
I

1



i /-vi l i/ L A V N A S l i \ R A : I
v k S V.

1 A M I N '2010 iV
* Kl .WM . A KANTOK

MNGKLNGAN HliX f
»
? >

;\
1

!
!i i

,!'

i !. KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

r* 1* SLB BAG IAN
TATA USAHA

I ! ii
LJL\

!: '

*
•: I

> iJ » 1t -1i :

ti
! !! i .SEKSI TATA

LiNGKUNGAN HIDt P
i ISEKSI PENGOLAHAN

& PEMUKIMAN
SEKSI PENGAWASAN DAN

. KETF.RSEDIAAN
;
!

!
: i»L j

i

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL ! :

I
i

i
l

1

!
)

G LAWAS l TAR A'

:

i
i
!

HUM HARAHAP
i
*



¥
*

LAM PI RAN : XI PFRATlRAN DAF. RAH
KABU PATEN PADANG LAW AS LTARA
NOMOR 09 TAHUN 2010

BAT;AN STRL' KTL' R ORGANFSAS! SATl AN POLLS! PAMONG PRATA ; SATPOL PP)
KABLPATFN PADANC; LAWAS TI ARA

>KF.P.tLA KA .NTOR SATlAN POLLS!
PAMONG PRA.f A ( SATPOL PP) I

! i
*

SUB BACIAN
TATA USAHA k

1;;

1
ii
*

r SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS. PENGAWALAX &

KESEMAPTAAN
. SEKS1

PEMB1NAAN PPNS
SEKSI PEN CRT I BAN &
PENEG A KAN HUKUMi i

J L

r
PADANG LAW AS LTARAKEI OMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUM HARAHAP



t 4.... i xim'-i *.-2.?

L.AMPIR .W : XII : PERATUR.AN RAERAH
K.A1U PATEN PARANA. LAW AS • TARA
NOMOR ^9 TAHUN 2010

RAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUM AH 3.AK 5T UMIM DAERAH
KABUPATEN PA DANG LA WAS I'TARA

r
DIREKTL’R Rt MAH SAKIT

.I

SUB BAGIAN
TATA USAHA

W-i j:
y»

n

*i SEKS! PELA VANAN
NON MLDIS

SEKSI
PENGEMBANGAN MEDIS

SEKS!
PELAYANAN MEDIS

I 1
4
i
t

4

iKELOMPOK JABATAN
FUNGSfONAL

:
1\J ^A}> ANG LA WAS L TARAj
itr:

y T;>> *U !'i

!c-T I0 W;
RUM HARAHAP


